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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh 

masyarakat Indonesia, sehingga harus dilakukan perkembangan yang terus 

meningkat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dampak baik 

dari hasil perkembangan atas pembangunan yang ada. Pemerintah memerlukan 

dana untuk melaksanakan pembangunan, tingginya peran pajak di Indonesia 

mengharuskan pemerintah untuk terus mengupayakan agar pendapatan pajak di 

Indonesia terus meningkat. Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah 

penduduk yang tingkat kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut mempunyai 

potensi dalam memberikan penguatan atas pajak, karena dari jumlah penduduk 

yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula penerimaan di suatu negara.  

Pajak adalah suatu kewajiban yang diharuskan untuk dilakukan walaupun 

memiliki sifat yang memaksa, tetapi harus mematuhi semua peraturan yang 

terdapat dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk mengaturnya, 

manfaat dalam membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib 

pajak dikarenakan pajak digunakan untuk keperluan negara (Gustiari dan 

Suprasto, 2018). Menurut Waluyo (2017), pajak adalah suatu kewajiban bagi 

warga yang memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang 

untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kedalam kas negara, kewajiban ini 

memiliki sifat memaksa namun wajib pajak tidak dapat merasakan imbalan secara 
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langsung, sehingga hasil penerimaan atas pajak tersebut dijadikan sebagai sumber 

penerimaan penting dalam membiayai negara untuk pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan yang diperlukan oleh negara. 

Menurut Mardiasmo (2016), jenis pajak menurut lembaga pemungutan 

dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak 

yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara. Berikut ini merupakan bagian dari pajak pusat: Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

Pajak daerah adalah suatu kontribusi bersifat wajib yang diberikan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa adanya 

timbal balik secara langsung (Mafaza, Mayowan dan Henri, 2016). Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah “Suatu kontribusi wajib kepada daerah 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Menurut Agoes dan Trisnawati (2014), pajak daerah adalah pajak yang 

dilakukan pemungutan oleh lembaga daerah, serta pajak tersebut digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah memiliki dua bagian yaitu pajak provinsi yang menjadikan 

pemerintah provinsi sebagai lembaga pengelola pajak daerah dan pajak 

kabupaten/kota yang menjadikan pemerintah kabupaten/kota sebagai lembaga 
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pegelolanya. Berikut ini merupakan bagian dari pajak provisi: Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan 

Pajak Rokok (Efriandy, Rahmawati, dan Donata, 2020). 

Salah satu penyumbang dana terbesar dalam meningkatkan pembangunan 

di kabupaten atau kota adalah pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pajak 

kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang 

mempunyai kemampuan untuk memberikan dana atas pembangunan daerah. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadikan sebagai salah satu tulang punggung 

atas sumber PAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dikarenakan 

pertumbuhan atas jumlah kendaran bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera 

Selatan yang dari tahun ke tahun selalu terdapat peningkatan (Efriandy, 

Rahmawati, dan Donata, 2020). Pemerintah harus melakukan berbagai cara agar 

bisa mencapai hasil pajak kendaraan bermotor secara baik dan lancar, masih 

banyak sekali wajib pajak di Indonesia belum menjadi wajib pajak patuh, seperti 

yang dilihat bahwa wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan 

kewajibannya, maka pendapatan dari sektor ini masih belum optimal, masyarakat 

Indonesia harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendukung 

pembangunan di Indonesia secara terus menerus dalam untuk kesejahteraan semua 

masyarakat (Dewi dan Jati, 2018). 

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber penghasilan pajak 

daerah (Pajak Provinsi). Pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor telh 

dilakukan sejak tahun 1976, penghasilan atas pajak tersebut dijadikan sebagai 
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salah satu faktor terbesar yang berasal dari pendapatan asli daerah, hasil dari pajak 

tersebut akan digunakan dalam membiayai perkembangan atas pembangunan 

daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan suatu lembaga 

pemerintah yang diberikan tugas dalam menangani pajak kendaraan bermotor, 

namun telah diganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), namun 

tugas tersebut melalui Kantor Bersama Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) 

(Juliawati, 2013). 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 

“Samsat bertujuan memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinasi 

dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif”. Berdasarkan Peraturan 

Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di 

Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Samsat Kota 

Palembang terbagi menjadi 4 lokasi antara lain: 

a. Samsat UPTB Palembang I, terletak di Jl. Kapten A. Rivai, 26 ilir, Kec. 

Ilir Barat I. 

b. Samsat UPTB Palembang II, terletak di Komplek OPI Mall Jakabaring, 

Sungai Kedukan, Kec. Rambutan. 

c. Samsat UPTB Palembang III, terletak di Komp. Perkantoran Bandara Mas, 

Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar. 

d. Samsat UPTB Palembang IV, terletak di The Basilica Bizpark R-35, Bukit 

Sangkal, Kec. Kalidoni. 
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Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor: 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2016 1.033.013.683.981 847.081.975.441 82,00 

2017 850.000.000.000 873.456.322.575 102,75 

2018 878.645.000.000 970.473.167.519 110,45 

2019 900.000.000.000 974.117.378.669 108,24 

2020 1.000.000.000.000 1.065.170.267.838 106,52 

Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2021. 

 

Tabel 1.1. diatas merupakan data penerimaan target dan realisasi pajak 

kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020. Pada tahun 2016 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp.847.081.975.441, sedangkan 

target pada tahun 2016 Rp.1.033.013.683.981, sehingga persentase realisasi 

penerimaan pada tahun 2016 yaitu 82,00% dari target yang telah ditetapkan. Pada 

periode 2017-2020 realisasi penerimaan Samsat Provinsi Sumatera Selatan selalu 

mencapai target yang ditetapkan. 

Tabel 1. 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Kota Palembang Tahun 2016-2020 

Tahun Target Realisasi Persentase 

 

2016 

Palembang I: 

480.043.066.224 

Palembang I: 

394.832.220.680 

82,25 

Palembang II: 

89.581.893.597 

Palembang II: 

74.327.037.850 

82,97 

Total 2016 569.624.959.821 469.159.258.530  

 

2017 

Palembang I: 

395.074.375.785 

Palembang I: 

408.967.939.037 

103,52 

Palembang II: 

73.789.022.183 

Palembang II: 

77.116.311.177 

104,51 

Total 2017 468.863.397.968 486.084.250.214  

 

2018 

Palembang I: 

409.979.000.000 

Palembang I: 

451.886.392.379 

110,22 

Palembang II: 

83.086.000.000 

Palembang II: 

90.293.146.915 

108,67 

Total 2018 493.065.000.000 542.179.539.294  
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Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Kota Palembang Tahun 2016-2020 (Lanjutan) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

 

2019 

Palembang I: 

412.777.727.000 

Palembang I: 

441.654.682.625 

107,00 

Palembang II: 

85.883.499.000 

Palembang II: 

92.210.937.550 

107,62 

Total 2019 498.661.226.000 533.865.620.175  

 

 

 

2020 

Palembang I: 

224.250.000.000 

Palembang I: 

240.811.913.285 

107,31 

Palembang II: 

98.000.000.000 

Palembang II: 

102.191.600.390 

104,21 

Palembang III: 

110.000.000.000 

Palembang III: 

116.432.077.825 

105,65 

Palembang IV: 

116.000.000.000 

Palembang IV: 

120.628.511.210 

104,40 

Total 2020 548.250.000.000 580.064.102.710  

Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2021. 

Tabel 1.2. diatas menyatakan pada tahun 2016 realisasi Samsat Kota 

Palembang tidak mencapai target, pada tahun 2016 total realisasi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 469.159.258.530, sedangkan target pada 

tahun 2016 yaitu Rp.569.624.959.821, sehingga persentase realisasi penerimaan 

82,36% dari target yang telah ditetapkan. Pada periode 2017-2020 realisasi 

Samsat Kota Palembang selalu mencapai target, namun rasio pertumbuhan 

realisasi penerimaan masih belum stabil. 

Tabel 1.3. Rasio Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Kota Palembang 2017-2020 

Tahun Realisasi Naik (Turun) Rasio 

Pertumbuhan (%) 

2016 469.159.258.530 - - 

2017 486.084.250.214 16.924.991.684 3,60 

2018 542.179.539.294 56.095.289.080 11,54 

2019 533.865.620.175 -8.313.919.119 -1,53 

2020 580.064.102.710 46.198.482.535 8,65 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2021. 
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Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh 

masyarakat Indonesia, sehingga harus dilakukan perkembangan yang terus 

meningkat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dampak baik 

dari hasil perkembangan atas pembangunan yang ada. Pemerintah memerlukan 

dana untuk melaksanakan pembangunan, tingginya peran pajak di Indonesia 

mengharuskan pemerintah untuk terus mengupayakan agar pendapatan pajak di 

Indonesia terus meningkat. Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah 

penduduk yang tingkat kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut mempunyai 

potensi dalam memberikan penguatan atas pajak, karena dari jumlah penduduk 

yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula penerimaan di suatu negara.  

Pajak adalah suatu kewajiban yang diharuskan untuk dilakukan walaupun 

memiliki sifat yang memaksa, tetapi harus mematuhi semua peraturan yang 

terdapat dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk mengaturnya, 

manfaat dalam membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib 

pajak dikarenakan pajak digunakan untuk keperluan negara (Gustiari dan 

Suprasto, 2018). Menurut Waluyo (2017), pajak adalah suatu kewajiban bagi 

warga yang memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang 

untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kedalam kas negara, kewajiban ini 

memiliki sifat memaksa namun wajib pajak tidak dapat merasakan imbalan secara 

langsung, sehingga hasil penerimaan atas pajak tersebut dijadikan sebagai sumber 

penerimaan penting dalam membiayai negara untuk pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan yang diperlukan oleh negara. 
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Menurut Mardiasmo (2016), jenis pajak menurut lembaga pemungutan 

dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak 

yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara. Berikut ini merupakan bagian dari pajak pusat: Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

Pajak daerah adalah suatu kontribusi bersifat wajib yang diberikan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa adanya 

timbal balik secara langsung (Mafaza, Mayowan dan Henri, 2016). Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah “Suatu kontribusi wajib kepada daerah 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Menurut Agoes dan Trisnawati (2014), pajak daerah adalah pajak yang 

dilakukan pemungutan oleh lembaga daerah, serta pajak tersebut digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah memiliki dua bagian yaitu pajak provinsi yang menjadikan 

pemerintah provinsi sebagai lembaga pengelola pajak daerah dan pajak 

kabupaten/kota yang menjadikan pemerintah kabupaten/kota sebagai lembaga 

pegelolanya. Berikut ini merupakan bagian dari pajak provisi: Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 
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Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan 

Pajak Rokok (Efriandy, Rahmawati, dan Donata, 2020). 

Salah satu penyumbang dana terbesar dalam meningkatkan pembangunan 

di kabupaten atau kota adalah pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pajak 

kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang 

mempunyai kemampuan untuk memberikan dana atas pembangunan daerah. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadikan sebagai salah satu tulang punggung 

atas sumber PAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dikarenakan 

pertumbuhan atas jumlah kendaran bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera 

Selatan yang dari tahun ke tahun selalu terdapat peningkatan (Efriandy, 

Rahmawati, dan Donata, 2020). Pemerintah harus melakukan berbagai cara agar 

bisa mencapai hasil pajak kendaraan bermotor secara baik dan lancar, masih 

banyak sekali wajib pajak di Indonesia belum menjadi wajib pajak patuh, seperti 

yang dilihat bahwa wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan 

kewajibannya, maka pendapatan dari sektor ini masih belum optimal, masyarakat 

Indonesia harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendukung 

pembangunan di Indonesia secara terus menerus dalam untuk kesejahteraan semua 

masyarakat (Dewi dan Jati, 2018). 

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber penghasilan pajak 

daerah (Pajak Provinsi). Pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor telh 

dilakukan sejak tahun 1976, penghasilan atas pajak tersebut dijadikan sebagai 

salah satu faktor terbesar yang berasal dari pendapatan asli daerah, hasil dari pajak 

tersebut akan digunakan dalam membiayai perkembangan atas pembangunan 
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daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan suatu lembaga 

pemerintah yang diberikan tugas dalam menangani pajak kendaraan bermotor, 

namun telah diganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), namun 

tugas tersebut melalui Kantor Bersama Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) 

(Juliawati, 2013). 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 

“Samsat bertujuan memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinasi 

dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif”. Berdasarkan Peraturan 

Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di 

Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Samsat Kota 

Palembang terbagi menjadi 4 lokasi antara lain: 

a. Samsat UPTB Palembang I, terletak di Jl. Kapten A. Rivai, 26 ilir, Kec. 

Ilir Barat I. 

b. Samsat UPTB Palembang II, terletak di Komplek OPI Mall Jakabaring, 

Sungai Kedukan, Kec. Rambutan. 

c. Samsat UPTB Palembang III, terletak di Komp. Perkantoran Bandara Mas, 

Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar. 

d. Samsat UPTB Palembang IV, terletak di The Basilica Bizpark R-35, Bukit 

Sangkal, Kec. Kalidoni. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan 

masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Apakah akses pajak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak 

kendaraan bermotor? 

b. Apakah tarif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak 

kendaraan bermotor? 

c. Apakah e-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wajib pajak 

kendaraan bermotor? 

d. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

wajib pajak kendaraan bermotor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai atas permasalahan yang telah dirumuskan, 

sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah akses pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. 

b. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah tarif berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. 

c. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah e-Samsat berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. 

d. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terbagi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis: 

a. Secara teoritis 

Memperluas literatur tentang fenomena atas pengaruh akses pajak, tarif, e-

Samsat, dan kualitas pelayanan dalam kepuasan wajib pajak kendaraan 

bermotor serta diharapkan dapat mampu menambah dalam memberikan 

pengetahuan, wawasan informasi yang semakin banyak bagi para 

pembaca, serta tentunya agar dapat menjadi sumber referensi dalam 

melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya dalam suatu masalah yang 

serupa dengan penelitian ini. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung 

maupun tidak langsung untuk para pihak yang mempunyai suatu 

kepentingan yang sama antara lain sebagai berikut: 

1). Bagi peneliti 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pandangan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor untuk 

memperoleh gambaran pokok masalah yang ada di objek penelitian 

dan membandingkannya dengan teori yang diperoleh. 

2). Bagi Pemerintah 

Memberikan saran dan masukan untuk pemerintah daerah tentang 

pentingnya meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam kewajibannya 

membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Palembang. 
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Mengevaluasi akses pajak, tarif, e-Samsat dalam memberikan 

kepuasan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di Samsat Kota Palembang. 

3). Bagi wajib pajak 

Menumbuhkan rasa kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.  

4). Bagi perguruan tinggi 

Menggugah minat dan kreativitas mahasiswa/i untuk melakukan 

penelitian serupa. Digunakan sebagai referensi baru bagi pembaca 

yang akan mempelajari tentang perpajakan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima 

bab yaitu sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 

 Bab ini menguraikan landasan teori sebagai landasan dalam pembahasan 

permasalahan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan alur pikir, dan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil penelitian, yang mencangkup gambaran umum 

objek penelitian, hasil analisis data, dan hasil perhitungan statistika serta 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 Bab ini menguraikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan dalam 

penelitian ini, saran kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang 

serupa dengan penelitian ini. 
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